
 
 

 

 

 

 

BUPATI KAYONG UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA 
NOMOR 8 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 

Repulik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Nomor 6); 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA 

dan 
BUPATI KAYONG UTARA 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan    

 

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 
2025-2045. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 
4. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, 
misi, dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan 

rencana pembangunan jangka panjang nasional. 
 

BAB II 

RPJPD  
 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045. 

 
Pasal 3 

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran 

dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah 
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan 
rencana tata ruang wilayah. 



- 3 - 
 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

perumusan visi, misi, dan program calon Bupati. 
 

Pasal 4 
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 
a. BAB I : PENDAHULUAN; 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS; 
d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH; 

e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan 
f. BAB VI : PENUTUP. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 5 

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 

dasar dalam penyusunan RPJMD. 
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 

(lima) tahun, yaitu sebagai berikut: 
a. RPJMD tahap pertama Tahun 2025-2029;  

b. RPJMD tahap kedua Tahun 2030-2034; 
c. RPJMD tahap ketiga Tahun 2035-2039; dan 
d. RPJMD tahap keempat Tahun 2040-2045. 

 
Pasal 6 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPJPD. 
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan 

RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
Rencana Pembangunan Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 8 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kayong Utara. 

 
 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 10 Desember 2024   

 
PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, 

 

                TTD 
              

 
                              ALFIAN 

 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 10 Desember 2024 

 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KAYONG UTARA, 
 

TTD 
      
                

RENE RIENALDY 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT : (7/2024) 
 

 
 

 



- 5 - 
 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2024 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045 

 
I. UMUM 

Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 

Indonesia bertekad untuk terus melakukan Pembangunan hingga 
mencapai sasaran masuk dalam 5 (lima) negara dalam perekonomian 

tersebar di dunia pada Tahun 2045. Untuk mencapai sasaran di Tahun 
2045 tersebut, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan 
nasional secara maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak sesuai 
peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan 

lokal, potensi, inovasi, daya asaing, dan kreativitas Daerah. 
Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 

2025-2045, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan 
Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Dokumen rencana Pembangunan Daerah 

dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD untuk Tahun 2025-2045. 

RPJPD dijadikan pedoman penyusunan rencana pembangunan 
jangka menengah Daerah untuk setiap jangka 5 (lima) tahun, 

khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan 
dan sasaran pokok RPJPD dimaksud menjadi acuan bagi calon Bupati 
dan Wakil Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan 

pemilihan kepala Daerah. 
 

II.    PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 228 
 

 
 


